
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 
hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga 
kelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun yang adaptif 
terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan 
perubahan lingkungan; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 
merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

TENT ANG 

NO MOR ... TAHUN ... 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI SEMARANG 

Iii. 
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PERATURAN DAERAH TENT ANG PEN CAB UTAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI SEMARANG 

dan 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

Dengan Persetujuan Bersarna 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
32, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6634); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 
2016 ten tang Pengelolaan Lim bah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 26); 

Mengingat: 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ... 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 

NGESTI NUGRAHA 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26. Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 1 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO MOR ... 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

a ktron Kol Pasal 2 
Cukup jelas. 

I. UMUM 
Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah 

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/ a tau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah bahan berbahaya 
dan beracun yang selanjutnya disebut limbah 83 adalah sisa suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang mengandung 83. 

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan 
untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menjaga kelestarian 
fungsi lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah 8ahan 
Berbahaya dan 8eracun sehingga memberikan dampak perubahan yang 
signifikan terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, metoda 
pengelolaan dan jenis serta kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. 
Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak 
lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sehingga perlu dicabut. 

PEN CAB UTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN 8ERBAHAY A DAN 8ERACUN 

TENT ANG 

NOMOR ... TAHUN ... 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

ATAS 

PENJELASAN 


